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BUPATI CUNJUR

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2OL3

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUI{AN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan
produk hukum daerah di Kabupaten Cianjur perlu
dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan produk
hukum daerah secara terencana, terpadu dan
terkoordinasi;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01
Tahun 2OOl tentang Tata Cara Pen5rusunan Peraturan
Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 01 Tahun 2OO1 tentang Tata Cara Pen5rusunan
Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun
2OLO tentang Program Legislasi Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tnrln-ooio l\Tnmn- Oaq, 1 \.

. a-.

b.

c.
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a$afl;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s%fl;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 694;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan
peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.

2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerahyang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur.

7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cianjur.
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11.

t2.

8.

9.

10.

L4.

15.

16.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerahyang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungi
legislasi DPRD.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah
sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pimpinan OPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan
Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum Daerah

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
4. KeputusanBupati.

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersifat
pengaturan yang disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati dan
ditandatangi oleh Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersifat

13.
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(3) Pengaturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf c bersifat pengaturan ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati
dengan Bupati Kabupaten lainnya/Walikota Kota lainnya/Gubernur
Provinsi lainnya.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bersifat
penetapan, ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kedua

Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 4

(1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat.

(2) Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau
yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

(3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah meliputi seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas
pembantuan secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan yang
berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau
yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan bersifat penetapan.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

(1) Perencanaan Pembentukan Peraturan
Prolegda.

Daerah ditetapkan dalam

(2) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

(3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
atas:

a. merupakan perintah undang-undang;

b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;

c. merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;

d. merupakan percepatan pembangunan Daerah;

e. merupakan kelanjutan rencana pembangunan Daerah;

f hernrienfasi rtade nerlindrrnoan hak asasi manusia:
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g. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. mendukung pembangunan ekonomi kerak5ratan yang berkeadilan;

dan/atau
i. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

(1) Bupati memerintahkan pimpinan OPD men5rusun Prolegda di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum
penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh Bagian Hukum.

(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimarla .dimaksud pada ayat (2) diikut
sertakan apabila sesuai dengan:

a. kewenangan;
b. materi muatan; atau
c. kebutuhan dalam pengaturan.

(a) Hasil pen5rusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil pen5rusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah
Daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pen5rusuna.n Prolegda di
lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(fl Rrrhgrlr arrprt nffixrn Pno[ggda dilingfnrn8an DPRI)-

p[ mmila Aimaenam, mtuk imdhr rahl f tseilfthrtutu1lrmmrmmrym
rnhffi
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(2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah Daerah dan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan Prolegda di
lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 13

(1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat
dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung;

b. APBD;

c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan

d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah Prolegda ditetapkan.

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat
daftar kumulatif terbuka mengenai:

a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama
lainnya; dan/atau

b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama
lainnya.

(3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana
alam;

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

c. keadaan tertentu lainnya atas persetujuan bersama Balegda dan
Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 14

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan OPD menyusun Rancangan
Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.

Pasal 15

(1) Pimpinan OPD men5rusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 disertai naskah akademik dan/atau
penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi
muatan yang diatur.

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepadaBagian Hukum.
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Pasal 16

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

a, APBD;

b. pencabutan Peraturan Daerah; atau

c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa
materi;
hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah melalui pengkajian
dan penyelarasan, yang terdiri atas:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang akan diwujudkan;
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
sistematika sebagai berikut:

1. Judul;
2. Kata pengantar;
3. Daftar isi terdiri dari:

Pendahuluan
Kajian teoritis dan praktik empiris
Evaluasi dan analis peraturan perundang-
undangan terkait
Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
Jangkauan, arah pengaturan dan ruang
lingkup materi muatan Peraturan Daerah
Penutup

4. Daftar pustaka; dan
5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.

(3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh tenaga ahli, pakar, praktisi, atau akademisi
sebagai narasumber.

(4) Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Instansi,
Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan
sesuai dengan materi rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat.

Pasal 18

(1) Rancangan Peraturan Daerahdapat berasal dari DPRD atau Bupati.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas
adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD,
sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati
disunakan sebasai bahan untuk dipersandinskan.

a, BAB I
b. BAB II
c. BAB III

d. BAB IV
e. BAB V

f. BAB VI
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(21

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(41

(1)

Pasal 19

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan
oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

Bupati membentuk Tim Penlrusunan Rancangan Peraturan Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. penanggungjawab
b. pembina
c. ketua
d. sekretaris
e. anggota

Pasal 2 1

Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan
paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan OPD terkait.
Pimpinan oPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukanRancangan
Peraturan Daerahyang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah
diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2).

Perubahan danf atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan
OPD pemrakarsa.

Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah
dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta Pimpinan
OPD terkait.

Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dimintakan
persetujuan sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pasal 23

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) beserta penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik, disampaikan secara tertulis kepada
pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.

(2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menvebutkan iusa Tim vane dituniuk mewakili Buoati dalam melakrrkan

Bupati
Sekretaris Daerah
Kepala OPD pemrakarsa
Kepala Bagian Hukum
OPD terkait sesuai kebutuhan

(1)

(2)
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(1)

(2)

(3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitahukan kepada badan musyawarah untuk keperluan
penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada
seluruh anggota DPRD.

Pasal 24

Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang diketuai
oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Rancangan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat
diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah
akademik danf atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok
pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan
pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 26

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau
Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan
pengkajian.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dilakukan untuk
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah.

Pasal 27

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21 dalam rapat
paripurna DPRD.

Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota
DPRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:

a. persetujuan;

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2\

(3)

(4)
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c. penolakan.

(5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan
komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

(6) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerahyang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan
dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal29

(1) Rancangan Peraturan Daerahyang berasal dari DPRD atau Bupati
dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan
bersama.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2
(dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan
tingkat II.

Pasal 30

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
meliputi:

a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan
dengan:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan
Peraturan Daerah;

2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
dan

3. tanggapan danf atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum
fraksi.

b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan
dengan:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna
mengenai Rancangan Peraturan Daerah;

2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan

3. tanggapan danlatau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus
yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
untuk mewakilinya.

Pasal 31

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2\
rnclinr rfi'
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b.

pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan
komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi
danhasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf
c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan
rapat paripurna.

pendapat akhir Bupati.

Pasal 32

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3lhuruf a
angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan
bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah
tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 33

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas
bersama oleh DPRD dan Bupati.

Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai
alasan penarikan.

Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD
dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 34

Rancangan Peraturan Daerahyang sedang dibahas hanya dapat ditarik
kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang
dihadiri oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerahyang ditarik kembali tidak dapat diajukan
lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 35

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerahs ebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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(2)

(3)

(4)

(s)

Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah
tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan
Daerah ini dinyatakan sah.

Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum
pengundangan naskah Peraturan Daerahke dalam Lembaran Daerah.
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi
daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran
daerah harus dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Bupati

Pasal 37

(1) Pimpinan OPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati yang sesuai
dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk Tim Antar OPD.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diketuai oleh Kepala OPD
pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan Kepala Bagian
Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

(4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum dengan menitikberatkan
pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur,
jangkauan dan arah pengaturan.

(5) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan
paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan OPD terkait.

(6) Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(7) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau
penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah
diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71.

(8) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan
OPD pemrakarsa.

(9) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah
dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan OPD
terkait.

(10) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk
ditandatangani.
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(2)

(s)

t4)

(s)

(6)

Bagian Ketiga

Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 38

(1) Peraturan Bersama Kepala Daerah merupakan peraturan yang dibentuk
oleh Bupati dengan kepala daerah lain untuk mengatur suatu urusan
yang menyangkut kepentingan bersama.

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh OPD pemrakarsa bersama pihak yang
menetapkan kesepakatan bersama.

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait
dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama, melalui rapat kerja
dan/atau rapat kerja teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 didahului dengan penetapan kesepakatan
bersama untuk membuat peraturan bersama.

Rancangan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah untuk kerja
sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum
tersedia anggarannya dalam APBD tahun anggaran berjalan, terlebih
dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah ditetapkan menjadi
Peraturan Bersama Kepala Daerah dengan ditandatangani oleh Bupati
dan kepala daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat

Pembentukan Keputusan Bupati
Pasal 39

(1) Pimpinan OPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

(2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi
Kepala Bagian Hukum.

(3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada
Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Daerah

Paragraf 1

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Penomoran Peraturan Daerah Jt:lltditetapkan dilakukan oleh Kepala
Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat.
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Pasal 41

(1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan
nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Sekretaris
Daerah.

(2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam
lembaran daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.

(3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan
penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran
Daerah dengan dibubuhi nomor.

(4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah
dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.

(5) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap danlatau sementara,
penandatanganan pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh
Kepala Bagian Hukum.

(6) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disimpan di Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bupati
Pasal 42

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian
Hukum dengan menggunakan nomor bulat.

Pasal 43

(1) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.

(2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati
dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap danlatau sementara,
penandatanganan pengundangan Peraturan Bupati dilakukan oleh
Kepala Bagian Hukum.

(4) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan
oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 44

Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diberikan nomor
oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat.

Pasal 45

Pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diberikan
nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditempatkan dalam Berita
Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.

Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama
Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah
Peretrtran Rersnrna Kenaln Daereh

(1)

(2)
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(1)

(2)

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tetap danlatau sementara,
penandatanganan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Daerah
dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

(4) Naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4

Penomoran Keputusan Bupati
Pasal 46

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala
Bagian Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB IV

DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Dokumentasi

Pasal 47

Penandatanganan Produk Hukum Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Bagian Hukum untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan

b. Bagian Hukum dan OPD pemrakarsa untuk Keputusan Bupati.

Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didelegasikan kepada:

a. Wakil Bupati;
b. Sekretaris Daerah; dan/atau
c. Kepala OPD.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 48

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
sejak penJrusunan Prolegda, pen5rusunan Rancangan Peraturan Daerah,
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan
Peraturan Daerah.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 49

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah
Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.

(3)

(1)

{2)

(1)
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(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DpRD
dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD.

(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati
dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan
salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah, Tambahan Lembararan Daerah, dan Berita Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2OOl tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OOl Nomor 43
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2OOt tentang
Tata Cara Pen5rusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006Nomor 02 Seri
C); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2O1O Nomor 81 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juli 2Ol3
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

ndangkan di Cianjur
nggal 1 Juli 2013

UM SEKRETARIAT DAERAH
CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 4.


